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Ketua  Komisi  I  DPRD  Kota  Bandung:  Partisipasi
Masyarakat dan Dunia Penting dalam Penerapan Perda
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Prolite – Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Assoc. Prof. Dr.
H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., menjadi narasumber
dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
9 Tahun 2019 dan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum
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dan Ketentraman Masyarakat, di Hotel Golden Flower, Bandung,
Rabu 22 Oktober 2025.

Turut hadir Kepala Satpol PP Kota Bandung, H. Bambang Sukardi,
beserta jajaran struktural, serta diikuti oleh pelaku usaha di
Kota  Bandung.  Dalam  paparannya,  Radea  Respati  mengatakan,
partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penerapan
Perda ini sangat penting.

“Penegakan Perda bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau
aparat penegak hukum. Semua elemen masyarakat, termasuk pelaku
usaha, memiliki peran penting untuk menjaga ketertiban dan
kenyamanan bersama,” Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung.

Radea menjelaskan, Perda Nomor 9 Tahun 2019 menjadi dasar
pengaturan  ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat,
sementara Perda Nomor 10 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika sosial di Kota
Bandung.

“Perda  terbaru  memberikan  ruang  yang  lebih  kuat  bagi
pengawasan,  penegakan,  dan  pembinaan  masyarakat  secara
persuasif.  Harapannya,  penertiban  bisa  dilakukan  dengan
pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif,” katanya.

Oleh  karena  itu,  kata  Radea,  sosialisasi  tersebut  digelar
sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan sinergi antara
pemerintah,  aparat,  serta  masyarakat  dalam  mewujudkan  Kota
Bandung yang tertib, aman, dan nyaman.

Kegiatan  ini  menjadi  wadah  dialog  antara  pemerintah  dan
masyarakat, di mana peserta juga dapat menyampaikan masukan
terkait  penerapan  perda  di  lapangan.  Suasana  interaktif
membuat kegiatan berlangsung produktif dan edukatif.

Menutup kegiatan, Radea Respati mengajak seluruh peserta untuk
menjadikan  sosialisasi  ini  sebagai  langkah  nyata  dalam
membangun kesadaran kolektif.



“Ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah pondasi utama
bagi  kota  yang  maju  dan  beradab.  Mari  bersama-sama  kita
wujudkan Bandung yang tertib, bersih, dan nyaman untuk semua,”
ujarnya.
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Fraksi  PKS  DPRD  Kota  Bandung  Menilai  Raperda
Tentang  Penyelenggaraan  dan  Penanganan
Kesejahteraan Sosial Perlu Lebih Efektif
BANDUNG, Prolite – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD
Kota Bandung menilai, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 24 Tahun
2012  tentang  Penyelenggaraan  dan  Penanganan  Kesejahteraan
Sosial  perlu  diarahkan  agar  lebih  efektif,  akuntabel,  dan
berkelanjutan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purmana,
mengatakan  Raperda  ini  harus  hadir  bukan  sekadar  sebagai
aturan administratif, tapi benar-benar menjadi payung hukum
yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Raperda ini jangan hanya bagus di atas kertas, tapi juga
harus  terasa  manfaatnya  bagi  masyarakat,  terutama  kelompok
rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan
mereka yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Ahmad  Rahmat  juga  menekankan  pentingnya  kejelasan  ruang
lingkup dan jenis permasalahan sosial yang akan diatur dalam
perda baru ini. Selain perlindungan dan jaminan sosial, perda
juga  perlu  memuat  penguatan  pemberdayaan  sosial  dan
partisipasi  masyarakat.

Menurutnya,  penyusunan  Raperda  harus  selaras  dengan  aturan
yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan
masyarakat. Ia juga mendorong agar mekanisme pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan perda diperkuat.

Raperda tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang
memperkuat  pelayanan  publik,  mempercepat  peningkatan
kesejahteraan  sosial,  serta  menjaga  ketertiban  dan
perlindungan  bagi  warga  Kota  Bandung.

“Kebijakan  sosial  harus  bisa  diukur  dan  diawasi
pelaksanaannya.  Dengan  begitu,  setiap  program  benar-benar



tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Raperda tersebut kini sudah siap dibahas oleh
Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kota Bandung. Pasalnya DPRD
Kota  Bandung  resmi  mengumumkan  susunan  keanggotaan  Panitia
Khusus  (Pansus)  12  yang  akan  membahas  Raperda  tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24
Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  dan  Penanganan
Kesejahteraan  Sosial.

Pengumuman  dilakukan  dalam  rapat  paripurna  di  Ruang  Rapat
Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (9/10). Pembentukan Pansus
ini  berdasarkan  hasil  pemilihan  pimpinan  dan  anggota  yang
dilakukan secara internal oleh masing-masing fraksi DPRD.

Raperda tersebut menjadi salah satu dari empat rancangan perda
baru yang disetujui untuk dibahas dalam rapat paripurna yang
sama.

Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi menjelaskan, revisi
Perda  Kesejahteraan  Sosial  diperlukan  agar  selaras  dengan
perkembangan  regulasi  di  tingkat  nasional.  “Ada  sejumlah
substansi yang perlu disesuaikan, terutama terkait pengaturan
lembaga  kesejahteraan  sosial  yang  membutuhkan  pembaruan
aturan,” ujarnya.

Adapun susunan Pansus 12 yang akan membahas Raperda ini yakni:

Ketua: H. Iman Lestariyono, ., S.H.

Wakil Ketua: H. Soni Daniswara, S.E.

Anggota:

Susanto Triyogo Adiputro, ., M.T.1.
Deni Nursani, .2.
Angelica Justicia Majid3.
Ir. H. Kurnia Solihat4.
Dr. H. Juniarso Ridwan5.
H. Sutaya, S.H., M.H.6.



H. Isa Subagdja7.
Asep Sudrajat, .8.
Aswan Asep Wawan9.
Christian Julianto Budiman10.
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Fraksi  Partai  Goldar  DPRD  Kota  Bandung  Beri
Dukungan Penuh Raperda Perilaku Seksual
BANDUNG, Prolite – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bandung
menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual
Berisiko dan Penyimpangan Seksual. Raperda ini dinilai penting
untuk menjaga ketahanan masyarakat dari ancaman meningkatnya
kasus infeksi menular seksual di Kota Bandung.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bandung, Juniarso Ridwan,
menegaskan pihaknya mendukung langkah Pemerintah Kota Bandung
dalam memperkuat regulasi terkait pencegahan perilaku seksual
berisiko. “Kasus infeksi menular seksual di Kota Bandung terus
meningkat. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga bisa



mengganggu ketahanan masyarakat. Karena itu, Golkar mendukung
penuh langkah Pemkot untuk mencegah dan mengendalikan perilaku
seksual berisiko,” ujarnya.

Juniarso juga menekankan pentingnya pencegahan melalui jalur
pendidikan. Ia mendorong Pemkot Bandung agar mulai merancang
kurikulum berbasis budaya lokal yang komprehensif, sekaligus
memperkuat  nilai-nilai  agama  dan  sosial  di  sekolah  dasar
hingga menengah.

“Pendidikan  menjadi  benteng  pertama.  Sejak  dini,  anak-anak
perlu  dibekali  pemahaman  tentang  nilai  moral,  kesehatan
reproduksi, dan tanggung jawab sosial,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada pencegahan, Fraksi Golkar juga menyoroti
pentingnya penanggulangan bagi masyarakat yang sudah terdampak
perilaku  seksual  berisiko.  Menurut  Juniarso,  hal  itu  bisa
dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya
serta  dampak  negatif  perilaku  menyimpang  terhadap  diri
sendiri, keluarga, dan lingkungan.

“Edukasi yang tepat dan berkelanjutan akan membangun kesadaran
masyarakat agar menjauhi perilaku yang bisa merusak kesehatan
maupun tatanan sosial,” jelasnya.

Fraksi Golkar berharap, keberadaan Raperda ini nantinya dapat
menjadi payung hukum yang kuat untuk menjaga moral, kesehatan,
dan ketahanan sosial masyarakat Kota Bandung.

DPRD  Kota  Bandung  Tegaskan
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Raperda  Pencegahan  dan  Pengendalian  Perilaku
Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual
Prolite – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung menegaskan
pentingnya  percepatan  pengesahan  Rancangan  Peraturan  Daerah
(Raperda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual
Berisiko dan Penyimpangan Seksual.

Empat Raperda yang dibahas meliputi:

Raperda tentang Grand Design Pembangunan Keluarga Kota1.
Bandung Tahun 2025–2045,
Raperda  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Perda  Nomor  242.
Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  dan  Penanganan
Kesejahteraan Sosial,
Raperda  tentang  Ketertiban  Umum,  Ketentraman,  dan3.
Perlindungan Masyarakat, serta
Raperda  tentang  Pencegahan  dan  Pengendalian  Perilaku4.
Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual.

Menurut  Ketua  Fraksi  Partai  Gerindra  drg.  Maya  Himawati
.,Raperda terakhir tersebut sangat penting mengingat tingginya
jumlah penduduk usia produktif di Kota Bandung yang berpotensi
terpapar perilaku berisiko.

“Tren perilaku seksual remaja saat ini cukup mengkhawatirkan.
Proporsi remaja yang terlibat dalam perilaku berisiko seperti
kehamilan tidak diinginkan, HIV, dan infeksi menular seksual
(IMS) masih tinggi dan bahkan cenderung meningkat,” ujar 
Maya.

Ia juga menyoroti meningkatnya kasus penyimpangan seksual di
Kota Bandung yang dinilai sangat memprihatinkan.

“Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh pemangku kepentingan
harus  mampu  menjalankan  pengendalian  dan  pencegahan  yang
efektif, sekaligus membangun program kolaboratif lintas sektor

Maya menjelaskan, faktor penyebab perilaku seksual berisiko



sangat  kompleks,  mulai  dari  kurangnya  pendidikan  seksual,
kondisi  psikologis  dan  ekonomi,  paparan  konten  pornografi,
pola asuh keluarga, trauma masa kecil, hingga lemahnya iman.

“Karena itu, perlu pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum,
tapi juga edukatif, sosial, dan spiritual,” tegasnya.

Ia  berharap,  dengan  disahkannya  Raperda  ini,  Kota  Bandung
dapat  memiliki  payung  hukum  yang  kuat  untuk  mencegah  dan
mengendalikan perilaku seksual berisiko, sekaligus memperkuat
ketahanan keluarga dan moral generasi muda.
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Fraksi Nasdem DPRD Kota Bandung beri Pandangan
Terkait 4 Raperda yang Diajukan Pemkot Bandung
BANDUNG, Prolite – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem)
DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan umum terhadap empat
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah
Kota  Bandung.  Empat  Raperda  tersebut  dianggap  sebagai
kebijakan strategis yang akan menentukan arah pembangunan Kota
Bandung di masa mendatang.

Ketua  Fraksi  NasDem  DPRD  Kota  Bandung,  Rendiana  Awangga,
mengatakan  bahwa  pembahasan  empat  Raperda  ini  tidak  bisa
dipandang  sebagai  proses  administratif  semata.  Menurutnya,



kehadiran  Raperda  tersebut  menjadi  fondasi  kebijakan  untuk
melindungi, mengatur, dan memajukan masyarakat Kota Bandung.

“Fraksi  Nasional  Demokrat  (NasDem)  DPRD  Kota  Bandung  akan
menyampaikan  pokok  pikiran  terhadap  empat  Raperda  yang
diajukan  pemerintah  daerah  untuk  dibahas  bersama,”  ujar
Rendiana Awangga.

Rendiana menambahkan, keempat Raperda mencakup kebijakan yang
luas, mulai dari perlindungan kesehatan dan moral generasi
muda,  penataan  ketertiban  umum,  pengelolaan  pembangunan
kependudukan  jangka  panjang,  hingga  penguatan  sistem
kesejahteraan  sosial  yang  lebih  responsif.

“Regulasi yang dihasilkan nantinya bukan hanya soal aturan
tertulis, tetapi juga mencerminkan komitmen politik dan moral
pemerintah serta DPRD terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Apresiasi  terhadap  Raperda  Grand  Design  Pembangunan
Keluarga

Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem memberikan apresiasi
kepada Pemerintah Kota Bandung atas penyusunan Raperda tentang
Grand Design Pembangunan Keluarga (GDPK) Kota Bandung Tahun
2025–2045.

Raperda  tersebut  dinilai  sebagai  peta  jalan  strategis
pembangunan  jangka  panjang  di  bidang  kependudukan,  yang
terintegrasi dengan RPJPD Kota Bandung 2025–2045 dan mengacu
pada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand
Design Pembangunan Kependudukan.

“Pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mengantisipasi
tantangan  demografi  sekaligus  memanfaatkan  bonus  demografi
secara optimal,” ungkap Rendiana.

Fraksi  NasDem  menilai,  lima  pilar  GDPK—yakni  pengendalian
kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan
keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta



penataan  administrasi  kependudukan—merupakan  kerangka
menyeluruh  dalam  menciptakan  penduduk  yang  seimbang,
berkualitas,  dan  berdaya  saing.

Soroti Tantangan dan Peluang

Dalam  pembahasannya,  Fraksi  NasDem  menilai  masih  terdapat
sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan
GDPK 2025–2045. Di antaranya, laju pertumbuhan penduduk yang
menekan  ketersediaan  lahan,  air  bersih,  dan  energi;
ketimpangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah; serta
tingginya  tingkat  urbanisasi  yang  dapat  meningkatkan
kerentanan  keluarga.

Meski demikian, Fraksi NasDem juga menyoroti berbagai peluang
yang  dapat  dimanfaatkan.  Antara  lain  bonus  demografi  yang
sedang berlangsung, kemajuan teknologi digital untuk mendukung
administrasi kependudukan dan layanan publik, serta potensi
ekonomi  kreatif  sebagai  sektor  penyerap  tenaga  kerja
produktif.

Rekomendasi Strategis

Fraksi  NasDem  juga  memberikan  sejumlah  rekomendasi  untuk
memperkuat pelaksanaan GDPK di Kota Bandung, antara lain:

Mendorong  program  keluarga  berencana  inklusif  dengan
pemantauan  kelahiran  secara  real-time.

Memperluas  akses  pendidikan  vokasi,  layanan  kesehatan
preventif, dan literasi digital untuk meningkatkan kualitas
penduduk.

Menguatkan pembinaan keluarga dan layanan konseling di tingkat
kelurahan.

Mengintegrasikan  kebijakan  kependudukan  dengan  tata  ruang
wilayah (RT/RW).

Mempercepat  digitalisasi  layanan  administrasi  kependudukan



serta peningkatan kapasitas aparatur daerah.

“Fraksi  NasDem  berharap,  pembahasan  Raperda  ini  dapat
menghasilkan  regulasi  yang  tidak  hanya  kuat  secara  hukum,
tetapi juga relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat Kota
Bandung,” pungkas Rendiana.
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Fraksi  Golkar  Dukung  Raperda  Grand  Design
Pembangunan Keluarga Kota Bandung 2025–2045
BANDUNG, Prolite – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bandung
menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda)  tentang  Grand  Design  Pembangunan  Keluarga  (GDPK)
Kota  Bandung  Tahun  2025–2045.  Raperda  ini  dinilai  sebagai
langkah  strategis  dalam  memperkuat  kesejahteraan  masyarakat
serta mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang
dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)
2025–2045.



Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bandung, Juniarso Ridwan,
mengatakan  bahwa  kehadiran  Raperda  GDPK  menjadi  landasan
penting untuk menghadapi tantangan bonus demografi sekaligus
memperkuat ketahanan keluarga di tingkat kota.

“Kami menyambut baik hadirnya Raperda ini. Pemerintah Kota
Bandung  diharapkan  dapat  lebih  responsif  dalam  upaya
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  termasuk  pemerataan
penyediaan,  perawatan,  dan  pengawasan  fasilitas  pelayanan
dasar melalui tim pelaksana GDPK,” ujar Juniarso dalam rapat
paripurna DPRD Kota Bandung.

Lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar juga menekankan pentingnya
penguatan  pendidikan  berkarakter  sebagai  bagian  dari
pembangunan  keluarga  yang  berkelanjutan.  Menurut  Juniarso,
peningkatan kualitas sumber daya manusia harus sejalan dengan
pembentukan karakter yang kuat.

“Kami  berharap  Pemerintah  Kota  Bandung  dapat  menguatkan
pendidikan berkarakter yang mencakup pelajaran budi pekerti,
nilai  budaya  lokal,  serta  pembentukan  pribadi  yang  jujur,
disiplin, bertanggung jawab, dan berempati. Nilai-nilai ini
penting untuk membangun generasi muda yang siap menghadapi
tantangan global,” tambahnya.

Fraksi Partai Golkar menilai, keberhasilan pelaksanaan Raperda
GDPK  akan  sangat  bergantung  pada  komitmen  bersama  antara
pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan. Dengan demikian,
pembangunan keluarga tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi,
tetapi juga pada penguatan nilai-nilai sosial, budaya, dan
moral yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Kota Bandung.
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 DPRD Kota Bandung Fraksi PKS Sampaikan Pandangan
Terhadap 4 Usulan Raperda
BANDUNG, Prolite – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD
Kota Bandung menyampaikan pandangan umum terhadap empat usulan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah
Kota  Bandung.  Keempat  raperda  tersebut  meliputi  Raperda



tentang  Grand  Design  Pembangunan  Kependudukan  (GDPK)  Lima
Pilar Tahun 2025–2045, Raperda tentang Perubahan Kedua atas
Perda  Nomor  24  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  dan
Penanganan  Kesejahteraan  Sosial,  Raperda  tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan
Masyarakat, serta Raperda tentang Pencegahan dan Pengendalian
Perilaku Seksual Berisiko.

Anggota  Fraksi  PKS  DPRD  Kota  Bandung,  Siti  Marfu’ah,
menyampaikan  apresiasi  kepada  Wali  Kota  Bandung  atas
penyampaian  usulan  raperda  tersebut.  Ia  berharap  seluruh
proses  pembahasan  berjalan  lancar  dan  menghasilkan  produk
hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Fraksi PKS mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Bandung
yang sudah menyampaikan usulan raperda yang akan dibahas oleh
pansus nanti. Semoga di akhir pembahasannya nanti, Peraturan
Daerah yang dihasilkan membawa dampak positif dan bermanfaat
bagi  seluruh  warga,  sehingga  tercipta  Kota  Bandung  yang
mengedepankan keserasian antara ketertiban, ketenteraman, dan
kesejahteraan menuju Bandung Utama: Unggul, Terbuka, Amanah,
Maju, dan Agamis,” ujar Siti Marfu’ah.

Terkait usulan Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan 5
Pilar Tahun 2025–2045, Fraksi PKS pada prinsipnya menyatakan
dukungan  penuh.  Siti  menilai,  raperda  tersebut  menjadi
kerangka  acuan  penting  untuk  menyelaraskan  berbagai  aspek
pembangunan yang berkaitan dengan penduduk.

Ia  menjelaskan,  GDPK  dengan  lima  pilar  utama  —  yakni
pengendalian  kuantitas  penduduk,  peningkatan  kualitas
penduduk,  pembangunan  keluarga,  penataan  persebaran  dan
mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan —
diharapkan  mampu  mewujudkan  pembangunan  kependudukan  yang
lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

Namun, Siti mengingatkan agar penyusunan raperda memperhatikan
berbagai  aspek  strategis  dan  teknis  agar  implementasinya



efektif di lapangan.

Menurutnya,  ada  beberapa  hal  penting  yang  perlu  menjadi
perhatian, antara lain:

Aspek strategis, yakni kesesuaian dengan kebijakan nasional
dan  daerah,  serta  respons  terhadap  isu-isu  lokal  seperti
urbanisasi,  kepadatan  penduduk,  pengangguran  usia  muda,
kesenjangan layanan dasar, perceraian, dan stunting.

Aspek  substansi,  yaitu  kajian  komprehensif  terhadap  kelima
pilar  agar  selaras  dengan  prinsip  hak  asasi  manusia  dan
inklusivitas, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan
seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Aspek  teknis,  yang  mencakup  penguatan  kelembagaan,
penganggaran,  monitoring  dan  evaluasi,  serta  mekanisme
penegakan hukum.

Aspek partisipasi masyarakat, agar perda memiliki legitimasi
sosial dan politik yang kuat.

Aspek  keberlanjutan,  yakni  pentingnya  mekanisme  transisi
antargenerasi  dan  komitmen  lintas  pemerintahan  untuk
memastikan pelaksanaan berkelanjutan selama periode 20 tahun.

Fraksi  PKS  berharap,  dengan  memperhatikan  seluruh  aspek
tersebut,  Raperda  GDPK  dapat  menjadi  dasar  kuat  bagi
terwujudnya  pembangunan  kependudukan  yang  berkeadilan,
berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kota
Bandung.
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DPRD Kota Bandung Kritisi 4 Raperda Propemperda
Tahun 2025 Tahap II
BANDUNG,  Prolite  –  Fraksi  Partai  Demokrasi  Indonesia
Perjuangan  (PDI  Perjuangan)  DPRD  Kota  Bandung  memberikan
sejumlah  catatan  kritis  terhadap  empat  Rancangan  Peraturan
Daerah  (Raperda)  yang  diajukan  dalam  Program  Pembentukan
Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 Tahap II.

Catatan kritis ini di berikan DPRD Kota Bandung dari Fraksi
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PDIP untuk empat poin Raperda yang mengatur tentang program
pembentukan daerah di tahun 2025.

Adapun keempat Raperda tersebut yaitu: 

1.  Raperda  Kota  Bandung  tentang  Grand  Design  Pembangunan
Keluarga Tahun 2025–2045,

2. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 24 Tahun
2012  tentang  Penyelenggaraan  dan  Penanganan  Kesejahteraan
Sosial,

3. Raperda tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan
Pelindungan Masyarakat, serta

4.  Raperda  tentang  Pencegahan  dan  Pengendalian  Perilaku
Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa
efektivitas  pelaksanaan  keempat  Raperda  tersebut  sangat
bergantung  pada  dukungan  anggaran  dan  sumber  daya  manusia
(SDM) yang memadai.

“Jika hal ini tidak terpenuhi, maka Raperda ini hanya akan
menjadi tumpukan dokumen tanpa makna. Kami ingin tahu sejauh
mana kesiapan Pemkot Bandung dalam pembiayaan dan dukungan SDM
agar Raperda ini benar-benar dapat dilaksanakan,” ujar Ketua
Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Bandung, Isa Subagja.

Isa mengatakan , pihaknya mempertanyakan keterlibatan publik
dalam  proses  penyusunan  Raperda.  Menurutnya,  uji  publik
menjadi  bagian  penting  untuk  memastikan  kebijakan  yang
dihasilkan tidak menimbulkan kegaduhan pada saat implementasi.

Terkait Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan, Fraksi
PDI Perjuangan menyoroti keselarasan antara rencana tersebut
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bandung.

“Apakah Raperda ini sudah sejalan dengan RPJMD yang telah



ditetapkan?  Karena  Perda  ini  nantinya  akan  menjadi  payung
koordinatif  bagi  kebijakan  pendidikan,  kesehatan,
ketenagakerjaan, sosial, dan keluarga berencana,” kata Isa.

Selain  itu,  Fraksi  PDI  DPRD  Kota  Bandung  Perjuangan  juga
menyoroti  pentingnya  pola  koordinasi  lintas  Organisasi
Perangkat  Daerah  (OPD)  agar  pelaksanaan  kebijakan  tidak
berjalan parsial.

Dalam pembahasan Raperda tentang Ketertiban Umum, Fraksi PDI
Perjuangan menyoroti citra negatif Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol  PP)  di  tengah  masyarakat.  Menurutnya,  pendekatan
humanis harus lebih diutamakan dibanding tindakan represif.

“Stigma Satpol PP sebagai musuh wong cilik masih kuat. Oleh
karena itu, perlu ada bab khusus mengenai standar operasional
prosedur serta sanksi yang membatasi kesewenangan petugas di
lapangan,” tegas Isa.

Isa juga meminta kejelasan batas kewenangan antara Satpol PP,
kepolisian, Dinas Perhubungan, dan aparat wilayah kecamatan
untuk menghindari tumpang tindih tugas di lapangan.

Sementara  itu,  terkait  Raperda  tentang  Pencegahan  dan
Pengendalian  Perilaku  Seksual  Berisiko  dan  Penyimpangan
Seksual, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa rumusan pasal-
pasalnya masih perlu diperjelas.

“Raperda ini menyentuh aspek hukum, kesehatan, moral, dan hak
asasi manusia. Namun, kami belum melihat batas tegas antara
pencegahan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual
dalam naskah Raperda ini,” ujar Fraksi menutup pandangannya.

Dengan  berbagai  catatan  tersebut,  Fraksi  PDI  Perjuangan
berharap  Pemkot  Bandung  dapat  memberikan  penjelasan
komprehensif agar keempat Raperda ini benar-benar bermanfaat
bagi  masyarakat  dan  tidak  hanya  menjadi  produk  hukum
formalitas  semata.
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Elton: Raperda Keberagaman Kehidupan Bermasyarakat
Menjadi Payung Hukum
Prolite – Ketua Pansus 9 DPRD Kota Bandung, Elton Agus Marjan,
S.E., mengatakan Raperda Keberagaman Kehidupan Bermasyarakat
akan menjadi payung hukum dan pendoman apabila terjadi konflik
di masyarakat. Diharapkan, dengan adanya aturan ini mendorong
Kota Bandung tetap guyub dan rukun.

“Seperti kemarin terjadi di Arcamanik, ini kan perlu payung
hukum dan bebeeapa kejadian yang lalu. Maka dari itu, DPRD
berinisiasi  membuat  Perda  tentang  Keberagaman  Kehidupan
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Bermasyarakat,” ungkap Elton.

Raperda ini, kata Elton, sebetulnya tidak mengatur konflik
agama, dan tidak masuk dalam ranah ajaran agamanya. Namun
mengatur hubungan antar umar bergama, sehingga harapannya di
Bandung senantiasa guyub dan rukun

“Apakah di Bandung rentan (konflik, red)? Dibilang riskan juga
tidak juga, tapi ada. Jadi kita sedia payung sebelum hujan,
jadi bila kedepan ada apa-apa kita bisa menyelesaikan. Ini
sebagai antisipasi saja,” ujarnya.

Perda Keberagaman Kehidupan Bemasyarakat, kata Elton, tidak
terfokus pada paham agama. Terlebih di Kota Bandung ini dihuni
warga dari berbagai suku, budaya, agama dan kepercayaan.

“Tidak sebatas agama, bahkan konflik ekonomi. Karena bisa jadi
ada kepentingan ekonomi ditengah konflik tersebut,” ujarnya.

Ia mengetahui hal itu saat kunjungan ke Salatiga. Saat itu
dicontohkan terkait pendirian gereja dan terjadi konflik yang
memang kelihatannya berkaitan dengan agama. Namun ternyata hal
yang dipermasalahkan adalah lahannya.

Pasalnya, lahannya berada di lokasi yang cukup strategis dan
terdapat orang yang mengincar tempat itu, maka diprovokasi
sehingga terjadilah konflik

“Maka  sebenarnya  itu  bukan  kepentingan  agama,  tapi  bisa
ekonomi. Jadi konflik itu bisa karena masalah ekonomi, tidak
hanya SARA,” ungkapnya.

Intinya, kata Elton, raperda ini bukan hanya mengatur tentang
masalah agama, karena itulah disebut keberagaman dan kehidupan
bermasyarakat. “Perda ini payung hukum atau salah stau solusi
kita berinteraksi, betoleransi baik antar umat beragama atau
antar suku,” jelasnya.

Ditegaskannya, Pansus 9 tidak spesifik membahas soal agama,
karena raperda ini mangatur soal potensi konflik yang bisa



timbul  di  kehidupan  bermasayarakat.  “Di  sana  membahas
bagaimana  cara  menyelesaikan  kalau  ada  kasus,  kalau  ada
konflik sosial juga,” ujarnya.

Raperda ini, kata Elton, terdapat 21 pasal dengan 11 bab dan
saat ini masih dibahas. “Kalau saya baca secara lengkap yang
paling penting kalau tejadi konflik, disebutkan ada beberapa
metoda atau cara penyelesaian konflik. Dengan adanya perda,
nanti akan ada pedoman atau pegangan,” terangnya.

Ditargetkan, raperda ini beres dibahas pada Agustus dan bisa
disahkan menjadi perda. “Target di Agustus sudah beres, karena
tidak terlalu banyak konflik kepentingan. Ini raperda yang
mengatur keberagaman dan kehidupan bermasyarakat, jadi tidak
ada muatan politis,” pungkasnya.

Pansus  9  DPRD  Kota  Bandung
Menilai Keberagaman Kehidupan
Bermasyarakat Masih Kurang
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Pansus 9 DPRD Kota Bandung Menilai Keberagaman
Kehidupan Bermasyarakat Masih Kurang
Prolite  –  Anggota  Pansus  9  DPRD  Kota  Bandung  Dr.  Uung
Tanuwidjaja, S.E., M.M., menilai Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda)  tentang  Keberagaman  Kehidupan  Bermasyarakat  masih
kurang mendalam karena hanya membatasi peran pemerintah sampai
tingkat  kelurahan.  Diharapkan,  peran  RW  bisa  diatur  dalam
peraturan wali kota.

“Anggota Pansus 9 mempunyai semangat yang sama. Tapi kalau
lihat perda ini, masih kurang dalam karena cuma membatasi
peran pemerintah sampai tingkat kelurahan. SeharAnggota usnya
nanti turunan dari perda yakni perwal, mengatur fungsi dan RW
dalam  keberagaman  kehidupan  bermayarakat  ini,  karena  yang
berhadapan  langsung  dengan  masyarakat  itu  RW.  Kan  sayang
sekali  kalau  tidak  dilibatkan,  saya  harap  nanti  masuk  di
perwal,” ujar Uung Anggota Pansus 9 DPRD Kota Bandung.

Untuk memperkaya raperda, Pansus sudah melakukan studi banding



ke  Semarang  dan  akan  mencari  data  tambahan  ke  Salatiga.
“Semarang, Salatiga dan Singkawang itu terbaik. Semarang juga
bagus, karena jarang sekali konflik (SARA, red) mungkin ada
khas budaya pesisir,” ungkapnya.

“Di sana banyak pedagang dari Arab, Cina dan jyga masyarakat
lokal. Meski dulu pernah terjadi, tapi mereka punya semangat
menjaga kerukunan,” sambungnya.

Menurutnya,  di  Kota  Bandung  letupan  terkait  SARA  terjadi
karena kurang komunikasi. Biasanya letupan ini soal ibasah,
untul kesukian jarang terjadi.

“Yang trendi itu permasalahan rumah ibadah, masyarakat mungkin
belum tahu cara pendiriannya, karena kalau kita lihat kota dan
kabupaten lain berkomunikasi dengan baik,” ungkapnya

Uung mengakui di raperda ini tidak dibahas soal perizinan
datau  cara  pendirian  rumah  ibadat.  “Ini  soal  keragamanan
secara  global,  seperti  saling  menghargai,  toleransi,  san
lainnya,” ungkapnya.

Namun ia sangat menyayangkan tidak ada klausul sanksi dalam
raperda  tersebut.  Dalam  raperda  ini  hanya  disebutkan  bila
setiap  orang  atau  organisasi  atau  badan  hukum  dilarang
melakukan  tindakan  intoleransi  dan  diskriminasi  dalam
kehidupan  bermasyarakat.

Tindakan  intoleransi  dan  diskriminasi  dalam  kehidupan
bermasyarakat  diselesaikanzl  secara  musyawarah  diawali  di
tingkat kelyrahan atau kecamatan.

“Tidak  ada  sanksi,  harus  musyawatah  dulu.  Kalau  misalnya
terjadi pelanggaran pidana diarahkan pada pihak aparat penegak
hukum, tapi ditekankan musywwarah dulu,” jelasnya.

Raperda ini, kata Uung, hanya memiliki 10 bab dan 24 pasal.
Diharapkan dengan kehadiran perda ini nantinya masyarakarlt
bersatu  dan  memiliki  toleransi  tinggi  dalam  kehidupan



bermasyarakat.


